PERATURAN DAERAN KABUPATEN MELAWI

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK

Menimbang

Muengingat

DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

|

BUPATI MELAWIL,

bahwa dalam meningkutkon peloysnon  kepada masyarakat,
perlu mengatur  dan menertibkan penyelenggaraan
pemerintahon umwm  dibidang  pelayanan Pendafluran
Kependudukon dun Akia Catatan Sipily

bahwn pendafiaran Kependudukan dun Aktn Catatan Sipil
dimaksud dikenakan blaya Retirbusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tondn Penduduk dan Akts Catutan Sipil;

balwn untuk melaksnnakun maksud pada huruf a dan b di slas
pertu dintur dengan Pernturan Doerah Kabupaten Melawi

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Urusan Pintang
Negorn (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 1960
Nomor 156, Twmbaban Lembaran Negara Republik Indonusia
Nomor 2104 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perknwinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Noon 1,
Tambahan | emburan Negara Republik Indonesin Nomor J010);

Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang Hukum Avars
Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesiv Tabun 1981
Nomor 76, Tambahnn Lembaran Negarn Ropublik Indonesia
Nowmor 1200);

Usdang-Undung Nomor 34 Fahon 2000 tentang Perubahan ntoy
Lo uncdung Nomor 18 Pabn 1997 tontang Pajak Daerah
e Wetribusi Daernh (Lembaran Negan Republik Indonesin
Tabwn 2000 Nomor 246, Tombahan  Lembaran  Nogira
Repubilik Indonesin Nowmor 4048

Lsdang-Undung Nomor 17 Tahun 2003 tontang Keuangan
Sepern (Lembaran Nognrn Republik ndonesin Tahun Jord

S A7, Tambaban Lembaran Negarn Republik Indonosin
Mo 4286);

Lisdsnng-Undang Nomor 34 Tahwn 2003 tentang Pembentuhan
Sabspaten Melawi  dan Kabupaten  Schaduu di Propins
Rabemantan  Barst  (Lembaran Negara  Republik  Tndonusin
Yabun 2003 Nomor 149, Taembaban Lembaran Negma
Bepuslik Indonesin Nomor 4144);
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Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negarn (Lembaran Negara Republik  Indonesin Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomwor 1355);

Undung-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentung Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 43 89);

Uniling-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan
Dacruh (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomwr 4437);

Undong-Undang Nomor 33 Tahon 2004 tentang Perimbangan
Kewnngan  Antwrn Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambuhan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan  Pemerintal Nomor 9 Tahun 1975 tenlnng
Pelaksonnan Undang-undang Nomor | Talwn 1974 twntang
Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia T ulwun
1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesin Nomor 3050 );

Peruturan Pomerintah - Nomor 27 ‘Tahun - 1983 lenlang
Pelubsannan Undong-undang Nomor 8 Fabun 1981 tonting
Hukum Acarn Pidana (Lembaran Nagara: Republik Indonesin
Tabun 1981 Nomor o, Tambahon Lembaran Negara Repubilik
Indonesin Nomwor 1V258);

Permormn Pemerininh Nomor 30 Vol 1998 waling
Penyoinhon  sobagion — wosin Pemerintah dibidang
Penyelonggarnnn Pendalliran Permduduk kepida Duerah;

Peraturnn Perintah Nomor 66 Fahun 2000 temtang Retribus
Dl (Lembaran Negarn Republik Indonesin Tahun 2001
Nomor 19, Tambahan Lembaran: Negnen: Republik Indonesin
Nomord | 39

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendallman
Penduduk;

Keputusan Presiden Nomor 12 Tabun 1983 tentang Penntann
dan Peningkatan Pembinaan Penyelengguraan Catatan Sipil;

Dengan ...



Dengan Persclujuan ersama
DEWAN PERWAKILAN RARYAT DAERAIN KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menctaphan . PERATURAN  DAERAIL KEBUPATEN MELAWI TENTANG

RETRIBUSE PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

1AL
KETENTUN UMLUM

PPasal |

Dadam Peraturan Daeral ini yang dimaksud ¢

—

r

Dacrah adalah Kabupaten Melawi;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rukyat Duerah Kabupaten Melawi,
Pemerintah adalah Pemerintah Kabuputen Melawi,

Bupati adalah Bupati Melawi;

Kantor adalah Kantor Kependudukan dian Catstatan Sipil Kabupaten Melawi,

Kepala Kantor  adalah Kepala Kantor - Kependudukan dan Catatatan - Sipil - Kabuputen
Melawi;

Koas Daerali adalah Kos Koabwpaten Meluwi;

Pejubat adulah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Restribusi Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Penduduk adalah setinp orang, baik Warga Negarn Rebublik Indonesia maupun Warga Negara
Asing yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah
memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

. Pendaltaran Penduduk adalah seluruh aspek kegiatan pendallaran, pengolahan dan penyajian

informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga,
Kartu Tanda Penduduk dan Surat-sural Keterangan Kependudukan;

- Kartu Tanda Penduduk adalah kartu scbagai tanda bukti (Legitimasi) bagi setiap penduduk

dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Akta Catatan Sipil adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap sescorang mengenai

Kelahiran,  Perkawinan,  Percerninn,  Kemation,  Pengnkuan  dan  Pengesahan  Anak,
Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan diterbitkan dan disimpan oleh Dinas/Instansi yang
ditunjuk sebagai Dokumen Negarn;

- Retribusic Duerah yang selanjutnyn disebut Retribusi, adalah Pungutan  Dacrah  sebagai

pembayaran otas jasa slou pemberinn izin tertentu yung khusus disediokoan dan alau diberikan
oleh Pemerintah Daeral untuk kepentingan orang pribodi atau badan;

14. Jasa ...
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(2)

(3)

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Melawi berupa usaha dan pelayanan yang
menycbabkan barang lusilitas atou pemanlsatun umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan;

Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahk Kabupaten Muluwi
wotuk tujuan kepentingan dan pemanlaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadl winu
badan;

Retribusi Jasa Umum  adalah Retribusi atas jusa yang disediakan dan diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten Melawi untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dupat
dinikmati oleh pribadi atau badan;

. Wajib Retribusi adalah orang atwu badan yung menurut Peraturan Perundang-undangun

retribusi diwajibkan untuk  melakukon  pembuayaran  retribusi, termosuk  pemungut  atau
pemotong retribusi tertentu;

. Masa Retribusi adalah suatu jangka woktu tertento yang merupakon batas woktu bagi wajib

retribusi untuk memanfaatkan josa dun perizinnn tertentu darl Pemerintah Daerah Kabupaten
Melawi;

- Pemeriksaan adalah rangknian kegintn untuk mencarl, mengumpul dan mengolah data wtan

keterangan lainnya dalam rangkn pengawansan  kepatuban pemenulinn kewajiban retribuni
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Doerah;

- Penyidik Tindakan Pidona dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakon yoang dilaksannkan

oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yong selanjutnyn disebut Penyldik, untuk mencarl seita
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membunt terang tindak Pidana dibidang retribus
yang terjadi serta menemukan tersangka,

AR
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil
dipunggut Retribusi Pengganti Biaya cetak kartu tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Objek Retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan
Pemerintah Kabupaten Melawi berupa kegiatan untuk Kepentingan Kemanfaatan umum,

Subjek Retribusi adaluh orang pribadi yang mengunakan alau menikmati jasa  pelayanan
scbagai mana di maksud pasal 3 Peraturan Daeral ini.

BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI

PPasal 3

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk jenis
retribusi jasa wimum,

BAB IV ...



BAD IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

PPusul 4

(1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarll” Retribusi penggantion bluya cetak kartu tunda
penduduk  dan  Akta Catatan  Sipil  didosarkan  atas  kebljoksanaan  Duerah  dongin
memperhatikan biaya pelayanan jusa yang bersangkuton sertn kemampuan masyarakat dun
berazaskan keadilan,

(1

(2)

Biaya scbagaimana dimaksud padn aynt (1) pasal ini meliputi binyn Administrasi, hinyn
Percetakan dan biaya Pembinaan.

. BARY

STRUKTUR DAN DESARNYA TARIF RECTRIBUSI

I

Disumping  bioya  tersebut  yung  borsungkutuan
diwajibkan membayar kutipun Aktn Perknwinan
( satu Set untuk summi doan istri )

Buagi pencutntun perkawinan terlumbat yang melebihi
jungka  satu bulan  sejuk  tanggal  pengesahan
perkiawinan menurut agani

= i dalum Kontor

= i luar Kantor

Kutipan Kedua Akta Perkuwinan dan selerusnya ( salu
Sel untuk suami istri )

Kp.

Rp.
. 75.000,- Rp. 150.000),-

Rp.

Pasal §
Struktur taril” digolongkan berdasoarkan atas pendallaran Kependudukan dan Akta Catntan
Sipil.
Struktur dan besarnya taril’ sebagnimana di maksud pada  ayat | pasal ini
a.  Pendallaran Kependudukan adalah sebagai berikut :
I.  Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar
Rp. 7.500,-/1br.
2. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing sebesar
Rp. 25. 000,-/lbr.
3. Biaya penerbitan Surat Keterangan Kependudukan ( Kartu KK ) lainnya
sebesar Rp. 7.500,-/set.
b.  Tarif Retribusi Catatan Sipil
BESARNYA BIAYA
NO JENIS ACATAN SIPIL
Rl IO ool WA WNA
.| Pencatatan dan penerbitan Kutipan akta kelahiran
i Anak kesatu dan kedua Rp. 15.000,- Rp. 30.000,
b, Anak ketiga dan selerusnya Rp. 20.000,- Rp. 40.000,-
| & Kutipan kedua Akta Kelahiran dan seterusnyn Rp. 25.000,- | Rp. 50.000,- |
2 a.  Pencatatun Perkawinun
- i dulum Kuntor Rp 25.000,- Rp. 50.000,-
= 1Di luar Kantor Rp. 35.000,- Rp. 60.000,-

7.500,- | Rp. 30.000,-

35.000,- Rp. 75.000,-

20.000,- | Rp. 50.000,-

1. Pencatatan ..



3. | Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akt Percerninn ]
| { salu set)
| a. Pencatatan Perceraian yung melebihl Jungkn waktu | Rp. 75.000,- Kp. 150.000,-
bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan yung telub
mempunyai kekuatan Hukum tetap dikenakin blaya
{ sudah termasuk biaya Kutipun Akt Perceraiun sutu

{ set )
_____5__ b, Kutipan Kedua Akta Percernlvn dan selerusnyn Rp. 150.000,- | Rp. 250.000,-
4. | . Pencatatan dan Penerbitan Aktn Kematin Rp. 15.000,- | Rp. 30.004,-
| b Kutipan Kedua Akta Kematian dun seterusig | Rp. 17,500, | Rp. 35.000,
5. | Pencatatan dan Penerbitan Akl Pengakuan Anak L Mp. 50000~ | Rp. 100000,

“Rp._50.000, | Rp. 100.000,-_

“6. | Pencatatan dan Pengesahan Anik _
“Rp. $0.000,- | Rp. 100,00,

7. | Kutipan Kedua Pengukuan Anak
8. | Adopsi

Tercatat Adopsi yang melebibi jungha waktu satu bulun
sejuk tanggal Keputusan Adopsi duri Pengadilan Negerl
yuig, teluh mempunyai Kekuatun Hukom: yang totup dan
| ot Tanggal Pengukuhan Pengadilan Negeri | Rp. 150000~ | Rp. 250.000),-
9. | Pencatatan Perubahan Nama | Rp._30.000- | Rp.  75.000,-

10. | Salinan Akta Keluhiran s i Rp. 50.000- | Rp. 100.000,
11, | Salinan Akia Perkawinan Rp. 50.000- | Rp. 100.000,-
12, | Salinun Akta Perceraian Rp. 50.000,- | Rp. 100.000,-
13, | Salinan Akta Kematian Rp. 25.000,- | Rp. 50.000,-
F’_}ﬁ. Salinan Akta Pengakuan Anak . Rp. 50.000,- | Rp. 100.000,-

I5. | a Pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan WNI

mengenai  Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan
Kematian yang terjadi di Luar Negeri. Rp. 35.000,- | Rp. 50.000,-

b. Pelaporan tersebut apabila melebihi jangkn waktu satu
tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia | Rp. 7.500,- | Rp. 15.000,
dikenakan biaya.

#

16, | Permohonan Surat Kelerangan

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat pengunaan jusa diukur berdasarkun Pendafturm Kependudukan dan Akta Cotatan Sipil.
BAUL VU
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 7
Pemungutan Retribusi tidak dupat diborongkan
Pasnl 8

(1) Retribusi dipungut saat orang /pribadi mengajukan permohonan pendafaran Kependudukan
dan Akta Catatan Sipil.

(2) Sctiap pemungutan Retribusi Pendufluran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dilakukan
dengan memberikan tanda bukti setoran pembayuran,

(3) Tata cara penerimaan dan penyetoran ditetapkan dengian keputusan Bupati,

BAB VI ...



ATV VI
SANKSTADMINISTRASI
Pasal 9
Dalam hal wajily Retribusi tGdak membayar tepat pada woktunyn atou kurang - membayar
dikenakan sanksi administrasi berupa bungn sebesar 2 % ( dus persen) setiap bulan dari retribusl

terutang atau kurang dibayar dan ditagil dengan menggunakan STRID.

BABIX

INSTANSI PEMUNGUTAN
PPasal 10

(1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau Pejubat yang ditunjuk.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan
Peraturan Bupati,

BAB X
WILAY AL PEMUNGUTAN
Pasal 11
1) Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Melawi.
12) Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan,
BALY XI
BIAYA OPERASIONAL
Pasal 12

) Kepuda instansi pengeloln dan pembantu diborikan biaya operasional sebesar 5 % dari
selurul penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah,

20 Tata carn Permintaan Pembayaran binyn operasional dimaksud pada ayat (1) pasal ni
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

BAL X1
MASA RICTRIBLISI
Pasal 13
Masa Retribusi Pendaftaran Kependudubkmn dun Akt Coatitan Sipil sebagni berikut
& Kartu Tanda Penduduk masa beclakunyn 5 ( Tima ) tahun, untuk yang berusia 50 tahun ke nins

berlaku seumur hidup;

5 Akta Catatan Sipil Berluku sepanjong masa.

BAB X1 ...



BAD X1l
PENYIDIKAN

Pasul 14

11} Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daeralh dibwri wewening
Khusus oleh Undang-undang untuk melakukin penyelidikan tinduk Pidana khusus di bidung
Perpajakan Daerah atau Retribusi Dueral sebagaimuana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acarn Pidunn,

12) Wewenang penyidikan scbagaimann dimaksud pidn nyat (1) pasal ind adalah ;

0)

i,

b.

d.

Je

Mencerima, mencari, mengumpulkan daon menelitl ketorangan oy laporan: berkennan
dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daeraly;

Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentuny
kebenaran perbuatan: yang ditakukan sehubungan dengin tindukan Pidana Retribusi

Daerah tersebut;

Meminta keterangan dan bahan bukti dark orang pribadi sehubungan dengan Tinduk
Piduna dibidang Retribusi Davrah;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengin
tinduk Pidana Retribusi Dacrah;

Melakukan penggeledahun untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah;

Menyuruh berhenti, melarang sescorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau Dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ ayat (2) pasal ini;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atou
suksi;

Menghentikan penyidikan,

Penyidikan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya
penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kopada penuntut Umum, melalui Penyidik
Pejubal Polisi Negara Republik Indonesia,

BAD X1V
KETENTUAN PIDANA

Pusal 15

(1) Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keunngan Daviah

disncum Pidana kurungan paling lamn 6 ( enam ) bulan  atau denda paling banyuk 4
( empat ) kali jumlah Retribusi terutang dan disetorkan ke Kas Daerah;

(2) Tindak Pidana dimaksud padu nyut (1) pusal ini adalah pelanggaran,

BAB XV ...



AN XY
KETENTUAN PENLITUP
PPasnl 16

Hal-hal yang belum diatur atau belom cukup dintue dalam: Peraturan Daeral ini sepanjong
mengenai pelaksanaannya akun diatur lobil lanjut dengnn Peraturan Bupali.

Pasal 17

Pernturan Daeraly ini mulai berlaku padin tnnggal diundungkan.
Agar setinp orang mengetahui, memerintnhkon Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
pencmpatnnnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 20 December 2005

Dsundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 6 Pebruan 2000

I LEMBARAN DAERAI KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 4



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERATT KABUPATEN MELAWI
NOMOR /  TATIUN 2005
TENTANCG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KAR'TU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL
PENJELASAN UMUM

Bahwa  scbagai upaya mendukung  pelaksannan  otonomi Daerah dalum  menjoalankan
Pemerintahan, pembangunan dun pelayanan  kepada  masyarakat  Pemerintah Kabupaten
Melawi telah mengeluarkan berbagai kebijoksannan dalam beberapa bidang dan antura lnin
penertiban Administrasi Kependudukan,

Bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Melawi adalah di Bidang Penertiban
Administrasi Kependudukan, perkembangan serta status Kependudukan melalui Kelahiran
dan Kematian dapat diketahui secara pasti di Wilayah Kabupaten Melawi.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten
Melawi, tertib Administrasi Kependudukan dan Pengendaliannya maka dikeluarkan kebijakan
wntuk menarik retribusi daerah atas pelayanan tersebut sebagai kompensasi biaya administrasi
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi berdasarkan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah dimana Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

Hahwa untuk mewujudkan maksud Pemerintah Kabupaten Melawi tersebut perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah dimaksud.

FENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas,

FAMBATIAN LEMBARAN DALERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 8



